. TINJAUAN PUSTAKA

A. Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik
pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan
adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum berupa
pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan

seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. *

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka
benda tesebut harus diamankan oleh penyidik dengan menepakan dalam suatu tempat
khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara adalah benda yang
disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai
wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara:

a. Dimusnahkan.

b. Dibakar sampai habis.

c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.

d. Ditanam di dalam tanah.

e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

! Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta 1986, him.122
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f. Dilelang untuk Negara.
g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.

h. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain

Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP disebutkan bahwa “penyitaan adalah serangkaian
tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukkan dan peradilan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengambilan-alihan barang dilakukan dengan
cara serah terima dari tersita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima barang
sitaan, penyidik harus meminta tersita membubuhkan tanda tangannya di dalam berita
acara penyitaan. Berita acara itu wajib dibuat penyidik sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 75 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Kemudian, tindakan penyitaan disyahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara
pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara
yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang, tidak dibenarkan tindakan
yang dapat melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan
“pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.
Dapat dipastikan bahwa tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang
pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dan sempurna dengan barang bukti,
maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam

penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

2 Basmanizar, Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rajawali Press. Jakarta.1997.him 43-44
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Jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga
diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 Ayat
(1) huruf a KUHAP).

2. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atan pengirimannya dilakukan
oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau
Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi
tersangka atau yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP).

3. Surat atan tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang
untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasa 43
KUHAP).

4. Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu,

narkoba, buku atau majalah dan film porno dan uang palsu. 3

Benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan,
dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan

dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.*

B. Penanganan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara

® Ratna Nuru Alfiah, Benda Sitaan dan Rampasan Negara, Rineka Cipta, Jakarta 2001, him.74.

* Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
Gramedia. Jakarta. 2003. him. 12.
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Berdasarkan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat
penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam
proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan

hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung
jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun.
agasan dasar tentang amanah undang-undang untuk membentuk lembaga baru seperti
Rupbasan adalah untuk tetap terpeliharanya benda yang disita dalam satu kesatuan
unit. Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu
yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut, sehingga dengan
pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan kondisi atau keadaan benda sitaan tetap
utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita. Keutuhan benda sitaan sangat
diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada saat proses peradilan,
sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti
pada saat dilakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai
barang bukti, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi hak milik tersangka dan
terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain

yang mungkin terkait dengan tindak pidana.

Upaya paksa termasuk menyita sesuatu benda dari seseorang harus ditentukan secara

limitatif dituliskan dalam undang-undang. Selama masih dalam proses peradilan,

® Basmanizar, Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rajawali Press. Jakarta.1997.him 43-44
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benda sitaan harus disimpan, dipelihara dan dijaga keselamatan dan keamanannya di
dalam Rupbasan. Selama berada di Rupbasan tanggung jawab secara fisik atas benda
sitaan tersebut ada di tangan Kepala Rupbasan, sedangkan tanggung jawab secara
yuridis berada di tangan pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan

dalam proses peradilan.

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan
(Pasal 1 butir 4 PP. No. 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010). Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rumah Tempat
Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara memerlukan waktu yang cukup
lama, maka dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama
belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara
ditempatkan yang bersangkutan,penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di
Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor
Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat

penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda sitaan.

Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal
27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan
yang diangkat dan di hentikan oleh Menteri (Ayat 1). Dalam melakukan tugasnya
Kepala Rupbasan di bantu oleh Wakil Kepala (Ayat 2). Menurut Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, di

mana setiap ibu kota Kabupaten/ Kotamadya dibentuk Rupbasan (Ayat 1).
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Apabila dipandang perlu dapat membentuk Rupbasan di luar tempat sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) yang merupakan Cabang Rupbasan (Ayat 2) Kepala Cabang
Rupbasan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Ayat 3). Dalam Pasal 44 Ayat (2)
KUHAP disebutkan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan
oleh siapapun bila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Ayat (1) dari Pasal
44 KUHAP yang menunjukkan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan,
kelihatan bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam

peradilan pidana, pejabat Rupbasan pun bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.

Peraturan pelaksanaan dari Pasal 44 KUHAP adalah Pasal 30 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 mengatur
tentang tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut berada pada pejabat
sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Ayat 1). Misalnya, dalam tingkat penyidikan, yang
bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut adalah penyidik yang
menangani perkaranya. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada
pada Kepala Rupbasan (Ayat 2). Selanjutnya Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor
1983 menyebutkan pula perihal tanggung jawab Rupbasan secara fisik atas benda
sitaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Kepala Rupbasan
bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan. Kepala Rupbasan tiap tahun
membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan. Tembusan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian

Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.
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Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor: M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Bab Il Rupbasan Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Klasifikasi Pasal 27 menyebutkan bahwa Rupbasan adalah unit pelaksana teknis di
bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman RI. Memperhatikan dasar pelaksanaan penyimpanan benda sitaan tersebut
di atas, maka Rupbasan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang
Rampasan Negara
2. Fungsi:
a. Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan
Negara;
b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan Negara dan Barang
Rampasan Negara,;

c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi
kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada Proses Peradilan Pidana
Terpadu (Criminal Justice System) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di
Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok
dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, mengelola barang
sitaan agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat bukti pada proses

peradilan.
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Rupbasan yang berfungsi dari aspek kelembagaan, adalah sebagai tempat
penyimpanan barang sitaan. Rupbasan yang berfungsi profesi adalah melakukan
pengelolaan dan pemeliharaan, sehingga terjamin keutuhan barang sitaan yang
didasarkan pada jenis, mutu dan jumlah sesuai dengan karakteristik, serta sifat dari
masing-masing benda sitaan. Walaupun di dalam aturannya proses penyimpanan
barang sitaan negara seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung
jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan
dalam proses peradilan, namun karena mempertimbangkan alasan mempertimbangkan
keefektifan dalam hal jarak, waktu, administrasi, serta menjamin keutuhan barang
sitaan, maka menurut penulis, alangkah baiknya apabila penyimpanan barang sitaan

negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rupbasan.

Mengenai benda-benda yang harus disimpan di Rupbasan diatur dalam Pasal 27
Peraturan Pemerintah Tahun 1983 jo jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kehakiman Rl Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun
1983 yang menyatakan bahwa di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus
disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan

dirampas berdasarkan keputusan Hakim®

Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 disebutkan bahwa dalam hal benda sitaan

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam

® Noor Kolim . Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan,
Pusdiklat Pegawai Depertemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2005. him. 6
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Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala
Rupbasan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa barang atau benda yang tidak
mungkin disimpan dalam Rupbasan seperti barang yang mudah rusak, kapal laut. Dari
ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Rupbasan bukan hanya tempat
untuk menyimpan benda sitaan, melainkan termasuk pula tempat penyimpanan barang-

barang yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan.

Pejabat Rupbasan dalam menempatkan benda sitaan Negara harus memperhatikan hal-
hal sebagaimana tersebut pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: M. 05-UM.01,06 Tahun 1983, yakni:

a. Butir 2, Penempatan benda sitaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
butir 1 harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat
diketemukan serta harus terjamin keamanannya

b. Butir 3, Penyimpanan benda sitaan negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis dan
tingkat pemeriksaan;

c. Butir 4, Kepala Rupbasan wajib memperlihatkan penyimpanan benda sitaan negara
yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan negara yang berharga, cepat rusak dan
buruk atau berbahaya dan lain-lain yang dianggap perlu;

d. Butir 5, Dalam hal benda sitaan negara yang tersebut dalam Ayat 2 tidak mungkin
dapat disimpan pada Rupbasan, maka penyimpanan dapat dikuasakan kepada
instansi atau benda atau organisasi yang berwewenang atau kegiatannya
bersesuaian sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut;

e. Butir 6, Dalam hal pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) tidak

dapat dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP
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Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara berazaskan kepada:

a. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Pengayoman dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

c. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Praduga tak bersalah untuk menjamin keutuhan barang bukti.

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah tugas Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara selaku Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan
sehingga dapat menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
mengandung aspek pelayanan, pcngamanan, pemeliharaan agar keutuhan barang bukti

tetap terjamin.

Pengelolaan Basan dan Baran di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah
suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem dimulai sejak proses
penerimaan sampai pada pengeluaran Basan dan Baran. Rangkaian kegiatan tersebut
meliputi Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan
Baran, pemeliharaan Basan dan Baran, Pemutasian Basan dan Baran, Pengeluaran dan

Penghapusan Basan dan Baran serta Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran.

C. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana
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Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan
salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu.
Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat
dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan
“lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus

berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu
sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan
demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem
norma-norma Yyang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat
dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-

tindakan tersebut.’

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dan dalam
hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan
mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan
pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini men-
cakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseim-bangan di antara

pelbagai kepentingan atau keadilan.

"P.AF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, him. 1-2.
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Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang
berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan
Perundang-Undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak
pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan
Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan

hukum, kecuali ada alasan pembenar.?

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sebagai sarana untuk
mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan
peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk
menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui

pemberlakuan perundang-undangan.

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini,
terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang
akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan
peradilan di Amerika Serikat. Dalam konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum demikian
itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja® diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan

masyarakat.

® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,
1996, him. 152-153.

° Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, BPHN-
Binacipta, Jakarta, 1978. him. 11.
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Penjelasanm di atas menunjukkan bahwa penegakan hukummerupakan suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-
keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran
badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan
hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan
demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh

para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh

lima faktor, yaitu

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.

2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses
pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi
dalam perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia di dalam pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo™, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses

penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak

19 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, him. 15
! Satjipto Rahardjo, op. cit., him. 23,24.
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jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka terdapat tiga
unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

1. Unsur pembuatan Undang-Undang cq. lembaga legislatif.

2. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.

3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen
sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen,
yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal
substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal
structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem.
Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang
dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang
diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan
gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat
tentang hukum. Lawrence M Friedman®? menambahkan pula komponen yang keempat,
yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact). Dengan komponen dampak
hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang

menjadi objek kajian peneliti.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa substansi hukum dalam wujudnya sebagai
peraturan Perundang-Undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang
memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk

menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer.

12 |_Lawrence M. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it
affects our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, Ibid him. 16.
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Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell** dalam
Mochtar Kusumaatmadja, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide
tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan
sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara
terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan
signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih
luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum.
Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak
tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat

berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa arti penting hukum pidana sebagai bagian dari
sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana
itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan

masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto™, karakter
keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang
emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter,
yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-
hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah
secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam

semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa

3 Roger Cotterrell, The Sociology of Law an Introduction, London: Butterworths, 1984, dalam Mochtar
Kusumaatmadja, 1986, Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung:
Binacipta, him. 25.

 Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial
(Buku 1), Sinar Harapan, Jakarta, 1988. him. 483.
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hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat
demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum
itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat
pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam

masyarakat.

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya
terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya
untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh
melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau
pemberian pidana. Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati
Hartono®® melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang

pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini
mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai
pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni
pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto) dan pemidanaan dalam arti

kongkrit (pemidanaan in concreto).

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan Perundang-
Undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum
pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para

anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law) yang

5 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.
1991. him. 53.
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dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka dalam konteks
membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk Undang-
Undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pemben-tuk Undang-
Undang tidak semata-mata berkekewajiban to adapt the law to this changed society,
melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap
pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang, dengan
demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru
mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh™® menegaskan
bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan
pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari

pembentuk Undang-Undang.

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana
secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-
perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau
dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam
Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan
menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang

dan diancam pidana itu.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir’ pada umumnya memiliki dua
unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

'° Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan, Bina Aksara,
Jakarta. 1979. him. 12.
P A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981 him.193.



41

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1.

2.

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
Maksud atau voornemen pada suatu percobaan
Macam-macam maksud atau oogmerk

Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad

Perasaan takut atau vress

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

a.

b.

C.

Sifat melanggar hukum
Kualitas dari si pelaku
Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

suatu kenyataan sebagai akibat.*®

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu Undang-

Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di

dalam masyarakat.

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro™ berupa 2 (dua)

macam yakni:

a) Kesengajaan (Opzet)

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens en

wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur

tindak pidana dalam UU

*® Ibid, him.193.
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama Jakarta, 2004, him.
65-72.
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(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku mampu

membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan

ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang
menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu
benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayingan suatu
kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu

kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan
hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana
yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang

tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan
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tersangka tidak dapat dihukum, sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang

adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk
selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat
disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup

tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi
Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna

mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti
kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang pidana dibuat dan
diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan
pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian
pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam
sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan
pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk
mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau

pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.
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Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah

kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan
berkembang sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang
politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya
dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang
menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum
khususnya Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (Polri) terbatas baik dan segi
kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarananya,

sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan
peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang
Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga dalam
merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak
pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang

berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di

dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia



45

(Polri) dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana
khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai,
Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai
dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu,
tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam
tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian,

Peraturan Daerah, dan sebagainya.

D. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana menurut Badra Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni
Siswanto®® adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan
keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat
manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan
merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang
merupakan perwujudan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan
kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan

kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro® penegakan

hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

0 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan
Orang. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, him.85-86

21 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan
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1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang
menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan
tanpa terkecuali

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang
menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya
demi perlindungan kepentingan individual

3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-
keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, Kkualitas sumber daya

manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang
melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui
penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum.
Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan
yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya®

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro®, unsur-
unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum

(legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
1994. him.81.

% Ibid, him.79.

23 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
1994. him.81.
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a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-
lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

a. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

b. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum
yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari
pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau

dilaksanakan.

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat
dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga
substansi  hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga sangat
tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan
perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan
ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk
diambil adalah meletakan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya.
Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu, maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD
1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan
undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat
demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang
meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber

sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.
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Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang
ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini
menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan
kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum
yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik
dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian,
variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-
perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada

masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan
nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang
merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi kehadiran
dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya
hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak
hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung
unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan
sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati

hukumnya.?*

Budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan
dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat
mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik,

sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan

24 |bid. him.82.
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menganggap hukum tidak ada.membentuk undang-undang memang merupakan
budaya hukum. Tetapi mengandalakan undang-undang untuk membangun budaya
hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jala
pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara

konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum. %

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice
system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”,
akan tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang
independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi
dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam
penegakan hukum menjadi penentu efektifvitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat
berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan

melengkapi. °

Berkaitan dengan hal tersebut, ada anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran
hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin
timbul dan mungkin pula tidak timbul. Oleh karena itu, semakin tinggi taraf kesadaran
hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada
hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang, maka ia
akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak
mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu
keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum,

dan ketaatan kepada hukum.

25 |bid. him.82.
25 |bid. him.83.
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E. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan
telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.*’

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu
masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik
berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta
melindungikepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi
semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah. Kesadaran yang menyebabkan bahwa hukum merupakan
instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum
sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat,

melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang
diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal berikut:

1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan
predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat;

2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi;

3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan
kritik;

4) Hukuzrgl dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber
daya

27 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan
I2—|8ukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. him. 13
Ibid. him. 14
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Hukum sebagai sarana pembangunan dapat mengabdi dalam tiga sektor, yaitu:

1) Hukum sebagai alat penertib (ordering) yang berarti hukum menciptakan suatu
kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan perselisihan yang
mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik;

2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing) yang berarti hukum
berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan umum
dan kepentingan individu;

3) Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk memudahkan
terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan bantuan tenaga
kreatif di bidang profesi hukum. %

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri,
yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa
pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya serta melindungi kepentingan
anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum semakin dirasakan penting
peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan
pemerintah. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga
negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan
itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan
hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan
sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai

dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian
antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat
beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk

masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Kelembagaan

29 |bid. him. 15
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substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu
formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan

membawa ketidakadilan

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil,
hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian
kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya
yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja
akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang
dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang
nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus

diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana
melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-
badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada
badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum

dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi
(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar
peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke

Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian

%0 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. him. 2
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pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka
pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan
hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam
penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum
pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum
pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif,
sehingga akan nampak keterkaitan dan ketergantungan antar subsistem peradilan

pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu
bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti
gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam
ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur merupakan

bagian tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu

organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat

31 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 7
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horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang
berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem

administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara
keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari
keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang

dipergunakan adalah sistem sosial. *2

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup

praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu

integrated criminal justice system, sebagai sinkronisasi atau keserempakan dan

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka
hubungan antar lembaga penegak hukum.

a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat
vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati
pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

32 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. him. 6
33 .
Ibid. him. 7
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Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya
merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu
subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya.
Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem
akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara
subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan
kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem

peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari
suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran
pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (criminal policy)
yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang
hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam
cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (criminal justice system)
harus dilihat sebagai the network of court and tribunals which deal with criminal law
and it enforcement. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan
penegakan hukum). Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam
konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara
terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam
arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada

dalam ketergantungan. **

3% Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. him. 9
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Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses
penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga
penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum
menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal
dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan,
penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi

lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut. *

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai
dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian
antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat
beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk
masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat

penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Semakin meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa
globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (legal stucture),
substansi-substansi baru pengaturan hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal
culture) maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (peaceful life)
dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak
terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (actual enforcement) akan jauh

dari penegakan hukum ideal (total enforcement and full anforcement).

35 Ibid. him. 10
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Faktor penegak hukum menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh
penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum
dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang
baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat
memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam
wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan
oleh aparatur penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang
mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang
signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan

kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.

Salah satu cara untuk melaksanakan modernisasi sistim peradilan pidana adalah
dengan membangun sebuah model. Menurut pendapat Herbert Packer, pendekatan
normatif dibedakan ke dalam dua model, yaitu crime control model dan due prosess
model. Crime control model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan
excessive leniency sedangkan due prosess model merupakan pengambilan keputusan
yang mengutamakan ketepatan dan persamaan. Pada intinya perbedan dua model ini
berkisar pada bagaimana mengendalikan pengambilan keputusan agar dapat mencapai

tujuan yang dikehendaki.

Model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu
kepada: “daad-dader strafrecht” yang disebut model keseimbangan kepentingan.
Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan

yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan
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umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan

korban kejahatan.

Sistem hukum dalam era modernisasi dan globalisasi inilah sistim hukum ditantang

untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasi (integrative mechanism) yang dapat

mempersatukan berbagai dimensi kepentingan, yaitu antar kepentingan internal

bangsa, antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional dan antar sektor

kehidupan nasional.Modernisasi peradilan pidana harus dapat mengaktualisasikan

beberapa ciri pendekatan sistem yaitu sebagai beriktu:

a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)

b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan
pidana

c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi
penyelesaian perkara

d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of

justice®

Hukum nasional di era modernisasi dan globalisasi di samping mengandung local
characteristics seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi
bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional ini
memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional baik dalam pembentukan

hukum, penegakan hukum maupun kesadaran hukum.

36 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.

Semarang. 1997. HIm. 36



